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DEPARTEMEN KEUANGAN. Organisasi. Tata
Kerja. Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143.1/PMK.01/2009
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

Mengingat 1.

kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak, perlu
menyempurnakan organisasi dan tata kerja Departemen
Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Keuangan;,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisas, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah bebergpa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008;
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Viemperhatikan

Vienetapkan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah bebergpa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P
Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008

tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor B/2712/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEUANGAN.

Pasal |

Bebergpa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Keuangan sebagamana telah bebergpa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.01/2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 597 diubah, sehingga Pasal 597 berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 596, Direktorat Transformas Proses Bisnis
menyelenggarakan fungsi:

a. pengkaiian pengembangan proses bisnis Direktorat
Jenderal Pgjak;
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penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep
penyuluhan;

penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep
pelayanan;

penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep
penegakan hukum;

penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep
ekstensifikasi;

penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, dan
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep
pemetaan, pendataan, dan penilaian;

penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis
risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan,
koordinasi mangemen perubahan, penyusunan dan
pemutakhiran spesifikas  pengembangan, serta
koordinasi penjaminan kualitas (quality assurance)
pengembangan;

evauas implementass pengembangan di bidang
operasional;

pelaksanaan tata usaha Direktorat.”

. Ketentuan Pasal 598 diubah, sehingga Pasal 598 berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 598

Direktorat Transformasi Proses Bisnisterdiri dari:

a.  Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan;

b.

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan;



